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P U T U S A N

Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir MALANG, 16 September 1997,

agama  Islam,  pekerjaan  sopir,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Malang,  sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat  dan  tanggal  lahir  probolinggo,  04  April  2003,

agama  Islam,  pekerjaan  buruh  pabrik,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Malang,

sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  Permohonannya  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Nomor

2396/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg,  tanggal  07  Mei  2024 dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa  pada  tanggal  11  Nopember  2022,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Singosari  Kabupaten  Malang  (Kutipan

Akta Nikah Nomor : 1013/092/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama 6 bulan.  Selama
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pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba'dadduhul)  namun  belum  dikaruniai

keturunan;

3. Bahwa  sejak bulan  Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon

walaupun  Pemohon  telah  memberikan  seluruh  penghasilan  Pemohon

setiap 2 minggu, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan

Pemohon;

b. Termohon tidak pernah jujur terkait dengan kepergiannya, seperti ketika

pulang dari kuliah tidak langsung pulang kerumah yakni Termohon keluar

bersama  teman-temannya  hal  tersebut  dilakukan  tanpa  berpamitan

terlebih dahulu kepada Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah,

yakni  ia  terlalu  berani  dan  seringkali  membantah  perkataan  Pemohon

dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

d. Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun

2023,  Pemohon  dan  Termohon  sama-sama  pergi  meninggalkan  rumah

kontrakan. Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat di

Kabupaten  Malang  dan  Termohon  pulang  kerumah  orangtua  Termohon

sendiri  dengan  alamat  di  Kabupaten  Malang  selama  11  bulan  hingga

sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak

ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili  perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj’I kepada Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Mei 2024, 22 Mei 2024 dan 05

Juni  2024 yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa: 

1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1013/092/XI/2022 tanggal 11

November  2022,  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  KUA  Singosari

Kabupaten  Malang  Provinsi  Jawa  Timur,  bermeterai  cukup,  telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon,  NIK

3507241609970006, tanggal 27-12-2017, yang dikeluarkan oleh Prov

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.
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1. Saksi  I,  umur  21  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mahasiswa,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Malang,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri sah dan belum dikaruniai anak

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar

malam dan tidak nurut kepada Pemohon;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka

sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi;

- Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  tidak  sanggup  untuk

mendamaikan;

2. Saksi  II,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kota  Malang,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri sah dan belum dikaruniai anak

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa tidak

cukup  dengan  nafkah  yang  diberikan  Pemohon,  dan  Termohon

sering keluar malam

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka

sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi;
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- Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  tidak  sanggup  untuk

mendamaikan;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Mei 2024, 22 Mei 2024 dan 05

Juni  2024 yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

125 ayat (1) HIR; 

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan Pemohon  merupakan

rangkaian  dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk

dijatuhkan talak satu raj'i Termohon  terhadap Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR.  juncto  Pasal  1870

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR.,

sehingga  membuktikan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering

keluar malam dan tidak nurut kepada Pemohon dan tidak ada harapan akan

hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran

secara terus menerus disebabkan Termohon sering keluar malam dan tidak

nurut kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan  Termohon  telah  pisah  tempat  tinggal  selama 1

tahun;

4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai  dengan Termohon,  akan

tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim  menilai  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  antara

Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  sebagai  akibat  terjadi  perceraian,  maka  untuk

menjamin kehidupan istri yang diceraikan  (Termohon) yang tidak tergolong istri

yang  nusyuz,  maka  untuk  memberi  rasa  senang  kepada  Termohon,  majelis

Hakim berpendapat   berdasarkan  maksud  pasal  41 huruf  c  Undang-Undang

nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  149  huruf  a  dan  b  Kompilasi  Hukum Islam,

Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah Mut’ah yang

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut’ah adalah merupakan

suatu  penghargaan  seorang  suami  kepada  bekas  istrinya  yang  telah

dinikahinya. Dalam konteks pengertian mut’ah yang layak dan bersifat abstrak,

oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari  segi  tujuan disyari’atkannya

mut’ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang

akan ditalak oleh suami, sehingga layak mut’ah sangat bergantung pada sejauh

mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana

kekecewaan istri  terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi

perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 11

Nopember 2022 sampai dengan sekarang, sehingga pernikahan tersebut sudah

cukup  lama  yang  sudah  barang  tentu  Termohon  merasa  terpukul  karena

terjadinya perceraian ini,  oleh karena itu  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

Termohon yang sudah cukup lama sebagai istri dan pendamping suami –dalam

hal  ini  Pemohon-,  layaklah  apabila  Termohon  diberikan  mut’ah  dengan

memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai Sopir,

dengan demikian  Majelis  berpendapat  cukup adil  jika  Pemohon tetap  harus

dihukum untuk membayar mut’ah kepada Termohon. Dengan demikian secara
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ex  officio Majelis  Hakim  menetapkan  mut’ah bagi  Termohon  sebesar

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); 

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun

2017  tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan Dengan

Hukum  untuk  memberi  perlindungan  hokum  bagi  hak  perempuan  pasca

perceraian,  maka  pembayar  kewajiban  akibat  perceraian  khususnya  nafkah

mut’ah  dibayar  sebelum  pengucapan  ikrar  talak  sebagaimana  dicantumkan

dalam amar putusan; 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;

4.   Menghukum Pemohon membayar  kepada Termohon sebelum ikrar  talak

diucapkan berupa Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Kabupaten  Malang pada  hari  Selasa  tanggal  11  Juni  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal  4  Zulhijjah 1445 Hijriah oleh  Drs.  H.  SHOBIRIN,

M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  FAHRURRAZI,  M.H.I  dan  Drs.  A.

BASHORI,  M.A., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut
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diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  AHMAD

FATHONI  ARFAN,  S.kom.,S.H.,M.H sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota 

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Hakim Anggota 

Drs. A. BASHORI, M.A.
Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.kom.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran  : Rp 30.000,00

2. Proses       : Rp 100.000,00

3. Panggilan    : Rp 760.000,00

4. PNBP       : Rp 20.000,00

5. Sumpah     : Rp 100.000,00

6. Redaksi     : Rp 10.000,00

7. Meterai     : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).
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